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g. pemegang IPHHK vyang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b
angka 2), Pasal 77 ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e,
dengan keharusan membayar denda sebanyak 5 (lima) kali
PSDH terhadap kelebihan hasil hutan;

h. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(2) atau Pasal 78, dengan keharusan membayar denda
sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil
hutan.

Pasal 133

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d dikerjakan kepada:

a. pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran,
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Pasal 71 huruf b angka 1), atau Pasal 74 huruf h, dan sanksi
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit
oleh pengadilan negeri;

b. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPJL yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);

c. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g,
Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 74 huruf f,
huruf h, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau
dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

d. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada
hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71
huruf b angka 3), huruf g, Pasal 73 ayat (5) huruf a, huruf b
angka 1), huruf b angka 2), huruf c angka 1), huruf c angka 2),
huruf e, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau
dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
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BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHK dalam
hutan alam atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam
pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);

pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan
produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka
3), Pasal 71 huruf g, Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,
huruf, Pasal 75 ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan
negeri;

pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan
produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka
3), Pasal 71 huruf g, Pasal 75 ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 75
ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

pemegang IUPHHK pada HTHR yang melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 4);

BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHBK yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);

pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Pasal 71 huruf 1, atau sanksi pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan;

pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, huruf
b, atau huruf d;

pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau
hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat
(2), atau Pasal 91 ayat (2) huruf d;
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m. pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada hutan
konservasi kecuali cagar alam atau zona inti taman nasional, atau
hutan lindung, atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat
(1), ayat. (2), atau Pasal 98 ayat (2) huruf d;

n. Pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat
(2), atau Pasal 91 ayat (2) huruf d; atau

0. Pemegang IUPHHK HKm yang melanggar Kketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), atau
Pasal 98 ayat (2) huruf d.

Pasal 134

(1) Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL,
IUPHHK alam, IUPHH restorasi ekosistem hutan alam, IUPHHK,
IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK, IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan
kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
133 dicabut terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling
banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan
izin akibat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau
dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan
tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif Pemegang lzin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Pasal 135

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116,
dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. penghentian sementara usaha industri;
b. penghentian sementara pemberian pelayanan; atau
Cc. pencabutan izin usaha industri.
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Pasal 136

Sanksi administratif berupa penghentian sementara usaha industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a dikenakan kepada :

a. Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 ayat (1) huruf i atau huruf j;

b. Penghentian sementara usaha industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sampai pemegang izin dapat memenuhi
kewajibannya.

Pasal 137

Sanksi administratif berupa penghentian sementara pemberian
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b,
dikenakan kepada :

a. pemegang izin industri primer hasil hutan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 ayat (1) huruf c; huruf d, huruf e; huruf f, atau huruf h;

b. Penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai pemegang izin dapat
memenuhi kewajibannya.

Pasal 138

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c, dikenakan
kepada pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g;
Pasal 116 huruf a; huruf b; huruf c; atau huruf d; atau huruf e.

(2) Pencabutan izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelah ada peringatan tertulis dari pemberi izin
sebanyak 3 (tiga) kali.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30
(tiga puluh) hari kerja.
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(4) Pencabutan izin usaha industri yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d, diawali dengan
pembekuan sementara, dan setelah adanya putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan pencabutan
izin.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 139
Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin
pemanfaatan hutan, usaha industri primer hasil hutan dan peredaran
hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan
Pasal 138 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140
Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, maka :

a. terhadap hak pengusahaan hutan (HPH), hak pemungutan hasil
hutan (HPHH), atau IUPHHK vyang diberikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya
peraturan pemerintah, ini tetap berlaku sampai dengan hak atau
izinnya berakhir.

b. izin usaha industri primer hasil hutan atau tanda daftar industri
yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini, tetap
berlaku sampai dengan izin atau tanda daftarnya berakhir;

c. terhadap permohanan HPH atau IUPHHK dalam hutan alam atau
hutan tanaman, baik untuk perpanjangan izin maupun permohonan
izin baru, yang belum sampai pada tingkat persetujuan prinsip,
proses penyelesaiannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan
dalam peraturan pemerintah ini;
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d. terhadap permohonan HPH atau IUPHHK dalam hutan alam atau
hutan tanaman, baik untuk perpanjangan izin maupun
permohonan izin baru yang sudah sampai pada tingkat
persetujuan prinsip, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan, proses penyelesaian isinya wajib menyesuaikan dengan
ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;

e. terhadap kewenangan tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan, yang telah
dilimpahkan oleh Pemerintah kepada BUMN, tetap berlaku dan
pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan pemerintah ini.

f hasil tata hutan yang selama ini telah dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, sepanjang telah
terbentuk KPH, diberlakukan di dalam KPH yang bersangkutan.

g. hasil tata hutan yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang
sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2002, diarahkan untuk pembentukan KPH.

h. terhadap kebijakan atau program sebelumnya yang telah
dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat tetap
dilanjutkan dan pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan
ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

i. Hutan kemasyarakatan yang selama ini telah dibangun, atau yang
masih dalam proses, atau telah mendapatkan izin sementara,
diakui keberadaannya untuk selanjutnya wajib menyesuaikan
dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 141
Penetapan seluruh wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dan Pasal 7 diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak
tanggal diberlakukannya peraturan pemerintah ini.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142
Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 144
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran
negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 22
‘ Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala BiroPeraturan Perundang-undangan
g d ¥ . - .
B puomian dan Industri,
G /‘
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN,
SERTA PEMANFAATAN HUTAN

UuMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa
kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan
harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia,
sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang
lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi
sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan
harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan
hutan dengan status pinjam pakai, dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari
hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya
semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat,
karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya
yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan
hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan
meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang
kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya
illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan
sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik
sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategic dalam bentuk deregulasi dan
debirokratisasi.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah ditetapkan
ketentuan-ketentuan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai pelaksanaan
dari ketentuan Bab V, Bab VII dan Bab XV Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan.

Khusus untuk penggunaan kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2002 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, Namun berdasarkan
ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
materi penggunaan kawasan hutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Oleh karena itu materi tersebut tidak lagi diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini
melainkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Selama kurun waktu kurang lebih empat tahun sejak ditetapkannya Peraturan
Pemerintah dirasakan belum sepenuhnya mampu mendorong tumbuhnya iklim
investasi yang kondusif dan belum mampu meningkatkan kapasitas sosial ekonomi
masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Kondisi tersebut terjadi terutama akibat lemahnya perangkat pengelolaan hutan
antara lain karena belum ada peraturan perundangan yang komprehensif yang
mengatur pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan
pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan, yang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 belum diatur sehingga pelaksanaannya
tidak berjalan secara baik, bahkan banyak menimbulkan kawasan hutan tidak
terkelola dengan baik (open acres).

Memperhatikan perkembangan di atas maka perlu segera diatur kembali pengelolaan
hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari melalui pembangunan
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan
Hutan, Hutan Hak dan Industri Primer Hasil Hutan.

KPH yang dibangun merupakan kesatuan pengelolan hutan terkecil sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
serta penyelenggaraan pengelolaan hutan.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan
terbagi ke dalam KPH. KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan,
penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pemberdayaan
masyarakat, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi
alam, pemerintah dapat mendelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara dibidang
kehutanan.



